
 

 

 

 

 

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH 

NOMOR  002.5/23 TAHUN 2022              

TENTANG 

PEMBERIAN PENGHARGAAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN 

PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH                             

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021 

 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan 

memberikan apresiasi kepada Para Wajib Lapor Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, perlu 

memberikan penghargaan kepada Wajib Lapor yang cepat 
dan lengkap dalam mengisi Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

Gubernur Jawa Tengah tentang Pemberian Penghargaan 
Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah                
Tahun 2021; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan 
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman                
86-92); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6409); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

 

 



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor                  

9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan 
Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi               

Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi                   
Jawa Tengah Nomor 138); 

7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor                      

2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 
Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; 

 

Memperhatikan : Berita Acara Nomor: 700/2623/1.3/2022 tanggal 21 Oktober 

                           2022. 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  

KESATU : Memberikan Penghargaan Pelaporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2021. 

KEDUA : Unit kerja dengan Implementasi Pelaporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara Terbaik Tahun 2021 sebagaimana 

dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari : 

a. Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air Dan Penataan 

Ruang Provinsi Jawa Tengah; 

b. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo; 

dan 

c. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. 

 



 

KETIGA : Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam 

diktum KEDUA, diberikan piagam penghargaan dari 

Gubernur Jawa Tengah. 

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun Anggaran 2022. 

KELIMA : Keputusan Gubernur ini berlaku terhitung mulai tanggal 

ditetapkan. 

 

    Ditetapkan di Semarang 

     pada tanggal   25 Oktober 2022      Mei 2017 

                  GUBERNUR JAWA TENGAH, 

                                   ttd 

Ttd. 

GANJAR PRANOWO 

 

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; 
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia; 

3. Wakil Gubernur Jawa Tengah; 

4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; 

5. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah; 

6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah; 

7. Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; 

8. Para Penerima Penghargaan. 

 

9. Provin
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